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TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH 
(KPR) DI PT. BANK MANDIRI, KANTOR CABANG KOTA KUDUS 
 
Abstrak 
Upaya pembangunan perumahan dan pemukiman sebagai hunian yang layak secara 
terus menerus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan yang makin 
banyak dan dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang layak huni terutama 
untuk golongan masyarakat yang tidak mampu membeli rumah secara tunai, maka 
mereka akan membeli rumah secara kredit melalui Lembaga keuangan perbankan 
dengan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Salah satu bank yang 
menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah PT. Bank Mandiri, Tbk 
Kantor Cabang Kudus.  Kredit Kepemilikan Rumah adalah kredit yang diberikan 
oleh Bank Mandiri kepada masyarakat yang menginginkan untuk membeli hunian 
atau unit rumah yang telah disediakan oleh pihak Perusahana Perumahan dengan 
cara kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga 
dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada 
nasabah. Namun tidak mudah untuk mengetahui secara pasti apakah orang yang 
mengajukan permohonan KPR tersebut adalah orang yang dapat dipercaya. 
Berbagai risiko dalam pemberian kredit dapat menyebabkan tidak dilunasinya 
kredit ketika tiba saat pelunasan sehingga terjadi kredit macet. Berdasarkan hal 
tersebut maka bank selaku pihak kreditur harus dapat menerapkan prinsip kehati-
hatian dengan melakukan analisis kredit dalam menyetujui suatu permohonan 
kredit yang diajukan. Perjanjian KPR dibuat didasarkan pada Pasal 1320,1333, 
1334, 1335, 1337 danPasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, Undang-Undang 
Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 
 
Kata Kunci: perjanjian kredit, KPR, perbankan 
 
Abstract 
Efforts to build housing and settlements as decent housing are continuously 
improved to provide an increasing number of housing and at affordable prices with 
decent quality for habitation, especially for groups of people who cannot buy houses 
in cash, they will buy houses on credit through the Institution banking finance by 
applying for a Home Ownership Credit (KPR). One of the banks that provide Home 
Ownership Loans (KPR) is PT. Bank Mandiri, Tbk Kudus Branch Office. Home 
Ownership Loans are loans given by Bank Mandiri to people who want to buy or 
housing units that have been provided by the Housing Company by way of credit. 
Credit provided by banks is based on trust, so by offering credit is giving trust to 
customers. However, it is not easy to know for sure whether the person applying 
for the mortgage is a trustworthy person. Various risks in providing credit can 
prevent bad credit when it comes to repayment, resulting in bad credit. Based on 
this, the bank as the creditor must be able to apply the precautionary principle by 
conducting credit analysis in approving a submitted credit application. The 
mortgage agreement is made based on Articles 1320,1333, 1334, 1335, 1337 and 
Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code, Banking Law, and Financial Services 
Authority Regulations. 
 






Aktivitas dagang bukan hal yang baru lagi dalam kehidupan manusia. Peningkatan 
Pembangunan nasional bertitik pada tolak ukur kondisi ekonomi yang dalam 
pengelolaan kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuata ekonomi yang nyata 
dengan bermodalkan sarana yang tersedia saat ini, ekonomi yang berfungsi sebagai 
sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan setidaknya 
penyediaan dana yang cukup besar. 
Salah satu penyediaan dana adalah dengan adanya perbankan, bank yang 
memang kegiatan usahanya adalah penyediaan dana bagi masyarakat sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
menyebutkan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana berhubungan sangat erat dengan 
kepentingan umum, sehingga bank memiliki kewajiban untuk menjaga dana yang 
disalurkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Perbangkan juga harus mampu 
menyalurkan dana tersebut ke bidang yang lebih produktif khususnya dalam 
sasaran pembangunan (Badrulzaman, 1994). 
Salah satu bagian penting dalam pembangunan dalam rangka 
mensejahterakan rakyat adalah terwujudnya kebutuhan masyarakat dalam bidang 
hunian atau perumahan. Perumahan adalah salah satu kebutuhan yang sangat 
penting serta mendasar bagi manusia, baik digunakan untuk tempat tinggal. Usaha, 
atau perkantoran dan fungsi-fungsi lainnya, akan tetapi saat ini belum lapisan 
masyarakat dapat memiliki dan menikmati rumah yang layak huni, sehat, aman dan 
permai.  
Peningkatan akan tuntutan kebutuhan manusia khususnya kebutuhan yang 
berkaitan dengan hunian adalah kebutuhan yang sangat mendasar disamping 
dengan kebutuhan pangan dan sandang menyebabkan timbulnya masalah-masalah 
yang berkaitan dengan perumahan, terutama di daerah perkotaan-perkotaan besar 
yang pesat dengan pembangunan, tingginya laju pertambahan penduduk dan 





Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Pemukiman, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan rumah 
adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian bagi pembinaan 
keluarga. Kebutuhan terhadap rumah atau hunian pada saat ini merupakan masalah 
nasional, terutama pada daerah perkotaan sehingga diperlukan solusi baik dari 
pemerintah secara Bersama-sama dengan masyarakat baik sebagai pelaku usaha 
ataupun konsumen sendiri. 
Sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, yaitu dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bank 
menyediakan pembiayaan berupa kredit untuk kepemilikan rumah atau sering kita 
kenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 
Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman sebagai 
hunian yang layak secara terus menerus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah 
perumahan yang makin banyak dan dengan harga yang terjangkau dengan kualitas 
yang layak huni terutama untuk golongan masyarakat yang tidak mampu membeli 
rumah secara tunai, maka mereka akan membeli rumah secara kredit melalui 
Lembaga keuangan perbankan dengan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR). 
Salah satu bank yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah 
PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Kudus.  Kredit Kepemilikan Rumah adalah 
kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada masyarakat yang menginginkan 
untuk membeli hunian atau unit rumah yang telah disediakan oleh pihak Perusahana 
Perumahan dengan cara kredit. Kredit kepemilikan rumah selanjutanya yang 
disingkat dengan KPR adalah kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri sebagai 
kegiatan usaha yang mendukung pembangunan nasional dan mensejahterakan 
rakyat yaitu untuk membantu anggota lapisan masyarakat untuk memiliki hunian 
rumah beserta tanahnya yang layak huni, sehat, aman, nyaman dan permai serta 
untuk dimiliki dan dihuni sendiri.  
Masyarakat yang merupakan nasabah yang menginginkan KPR dari Bank 
Mandiri harus memenuhi syarat-syarat yang dipersyaraktan oleh Bank Mandiri 





bank adalah lembaga perkreditan resmi yang hidup berdasarkan legalitas 
perundang-undangan. Disamping itu pihak bank juga masih akan mengadakan 
analisa kredit atau penilaian kredit yang akan dilakukan oleh pejabat bagian kredit 
terhadap permintaan kredit yang bersangkutan. Analisa kredit tersebut 
dimaksudkan untuk menganalisa dan melihat kemampuan dalam pembayaran 
kredit guna memperoleh keterangan kepercayaan bank dalam memberikan 
kreditnya. 
Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga 
dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada 
nasabah (Djumhana, 1992). Namun tidak mudah untuk mengetahui secara pasti 
apakah orang yang mengajukan permohonan KPR tersebut adalah orang yang dapat 
dipercaya. Berbagai risiko dalam pemberian kredit dapat menyebabkan tidak 
dilunasinya kredit ketika tiba saat pelunasan sehingga terjadi kredit macet. 
Berdasarkan hal tersebut maka bank selaku pihak kreditur harus dapat menerapkan 
prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kredit dalam menyetujui suatu 
permohonan kredit yang diajukan.  
 
2. METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal 
(Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang 
dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dam 
menjadi acuan perilaku seitap orang (Ishaq, 2017). Sehingga dalam penelitian ini 
penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan 
(tertulis) yang tekait dengan objek yang diteliti. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan dan 
menggambarkan suatu keadaan atau gejala dalam masyarakat khususnya tentang 











3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank 
Mandiri Kantor Cabang Kota Kudus. 
Subekti menerangkan bahwa suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis bertujuan 
tidak lain sebagai salah satu alat bukti lengkap dari perjanjian, hal senada juga 
dikemukan oleh Riduan Syahrani dalam bukunya Seluk Beluk dan Asas-Asas 
Hukum Perdata yang mengemukakan perjanjian ini dibuat secara lisan hanya 
sebagai alat pembuktian (beweijmiddel) mengenai bentuk tertulis dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu akta di bawah tangan yang ditandatangangi oleh para pihak 
dan akta ountentik yang dibuat oleh notaris (Syahrani, 2004). 
Bahwa bentuk perjanjian kredit pemilikan rumah antara Bank Mandiri 
dengan Debitur, perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan saksi-saksi sehingga 
perjanjian kredit kepemilikan rumah tersebut merupakan perjanjian baku tertulis 
dibawah tangan. Hal ini dimungkingkan berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: 
“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya” 
 
Dijelaskan bahwa persetujuan atau perjanjian yang telah ditandatangani oleh 
kedua belah pihak dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat perjanjian, perjanjian 
tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian. 
Sedangkan syarat-syarat perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat 
syarat yaitu: 
3.1.1 Kesepakatan para pihak 
Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian 
kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan 
persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki 
apa yang disepakati. Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat 
sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (Overeenstemande Wilsverklaring) 





(Offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi 
(acceptatie) (Ridwan, 2004).  
Kesepakatan dalam perjanjian kredit pemilikan rumah antara Bank mandiri 
dengan Debitur tersebut tertuang dalam penandatanganan yang dilakukan oleh 
kedua belah pihak di dalam perjanjian dengan diatas materai cukup bagi debitur, 
selain itu debitur juga disyaratkan untuk memenuhi syarat-syarat yang tercantum 
dalam perjanjian kredit dan juga menyerahkan dokumen-dokumen yang termasuk 
dalam persyaratan tersebut sehingga dianggap sepakat dan menyetujui perjanjian 
yang dibuat sepihak oleh Bank Mandiri. 
3.1.2 Kecakapan para pihak 
Untuk mengadakan suatu perjanjian, para pihak haruslah cakap, namun dapat saja 
terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah 
tidak cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa tidak 
cakap membuat perjanjian adalah:  
a. Orang-orang yang belum dewasa. 
b. Mereka yang diatruh di bawah pengampuan. 
c. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang (dengan 
adanya SEMA; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 dan UU No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan ini tidak berlaku lagi).  
Orang yang belum dewasa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 330 
KUHPerdata adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak lebih 
dahulu kawin. Sedangkan mereka yang berada dibawah pengampuan sesuai 
ketentuan pasal 433 KUHPerdata adalah orang yang dungu, sakit otak, mata gelap 
dan keborosannya (Artadi dan Asmara, 2010). 
3.1.3 Suatu Hal tertentu 
Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald 
onderwerp). Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus 
mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan 
jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu.  
Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat 





menakar. Sementara itu, untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak 
berbuat suatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian (Miru, 2010). 
Barang yang diperdangankan ini mengandung arti luas, karena yang dapat 
diperdagangkan bukan hanya barang yang tampak oleh mata, seperti tanah, mobil, 
dll, tetapi ternyata juga “barang” yang tidak tampak oleh mata juga dapat 
diperdagangkan, misalnya jasa konsultasi kesehatan, jasa konsultasi hukum dan 
sebagainya. Dengan demikian, objek dari perjanjian adalah barang dan jasa (Artadi 
dan Asmara, 2010). 
3.1.4 Suatu sebab yang halal 
Pengertian dari suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian adalah 
perjanjian harus ada sebab-sebab yang mendahuluinya dan dianggap sah oleh 
Undang-Undang (Tirtamidjaja, 1963). Sebab (causa) yang dianggap tidak sah, 
bilamana dilarang oleh Undang-undang, bertentangan dengan kepentingan umum 
dan bertentangan dengan kesusilaan.  
Bila suatu perjanjian tidak ada sebabnya ataupun karena sebab palsu, akan 
berakibat perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi sesuatu 
perjanjian yang bertentangan dengan tiga hal tersebut adalah tidak sah. Apabila 
dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian 
menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya 
(Suharnoko, 2009). 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang digunakan untuk 
membeli rumah atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa 
rumah. Kredit Pemilikan Rumah yaitu suatu jenis layanan kredit yang diberikan 
pihak bank kepada pihak debitur yang ingin meminjam pinjaman khusus untuk bisa 
mencukupi kebutuhan pembangunan rumah (Takalamingan, 2018).  
Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 
12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan 
obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian 
kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau 
kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk 





Dalam Ketentuan I, Tujuan Kredit adalah untuk pembiayaan terhadap 
Pembelian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal (House) untuk dimiliki oleh XXX. 
Persetujuan kredit ini merupakan fasilitas kredit ke-1 (satu). Dan Jumlah kredit 
yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR adalah sebesar Rp. 275,750,00 (dua 
ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (selanjutnya disebut 
Fasilitas Kredit).  
Dalam halnya hak dan kewajiban para pihak tidak ada suatu hal yang 
dilarang oleh undang-undang, objek dan tujuan perjanjian juga tidak melanggar 
undang-undang, serta berakhirnya perjanjian dan akibat hukum yang ada dalam 
perjanjian tidak dilarang dalam undang-undang, sehingga secara sah perjanjian 
kredit pemilikan rumah yang dilakukan antara Debitur dengan Bank Mandiri 
memenuhi syarat suatu sebab yang halal. 
Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara Bank Mandiri 
tersebut, objek yang dinyatakan adalah berupa kredit pembiayaan rumah sebesar 
uang yang telah dicantumkan dalam perjanjian, Dalam Pasal 1333 KUHPerdata 
diatur: 
“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang 
sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak 
perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau 
dihitung.” 
 
Dan dalam perjanjian KPR tersebut juga dijelaskan, rumah yang 
menjadi objek pembiayaan belum jadi atau setidaknya masih dalam tahap 
pengerjaan, maka hal itu akan dilakukan pembayaran secara berkala sesuai 
dengan kondisi bangunan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1334 
KUHPerdata yaitu: 
“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi 
pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan 
untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk 
menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, 
sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan 
yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan 
pasal-pasal 169, 176, dan 178.” 
 
Dan kemudian karena hal tersebut tidak dilarang dalam Undang-Undang dan 





KPR juga memenuhi Pasal 1335, Pasal 1337, dan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata 
yaitu: 
Pasal 1335:  
“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang 
palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” 
Pasal 1337: 
“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang 
atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban 
umum.” 
Pasal 1338: 
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
” 
Perjanjian telah dibuat memenuhi syarat Sahnya suatu perjanjian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan isinya benar merupakan 
perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 
Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 Angka 4, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, oleh karenanya berkaitan 
dengan objek Perjian Kredit dan Causa halal telah memenuhi syarat sebab yang 
halal, Selain itu perjanjian KPR tersebut telah sesuai dengan Pasal 1333, 1334, 
1335, 1337 Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata 
3.2 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 
di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Kudus Perspektif 
KUHPerdata. 
Soeroso menjelaskan pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara orang satu 
dengan yang lainnya. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin di 
lepaskan dari hukum. Oleh karena itu Hubungan hukum ialah hubungan antara dua 
atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak 
yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain (Soeroso, 2011). 
Ishaq menerangkan bahwa Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang 
terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak 
berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain (Ishaq, 2008). 
Unsur-unsur hubungan hukum ada 3 (tiga) yaiut antara lain 1) Adanya orang-
orang yang hak/ kewajiban saling berhadapan; 2) Adanya objek yang berlaku 





pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan (Ishaq, 
2008). 
Syarat-syarat hubungan hukum adalah 1) Adanya dasar hukum, ialah 
peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu; dan 2) Timbulnya 
peristiwa hokum (Soeroso, 2011). 
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata: 
(1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  
(2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan 
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh 
undang-undang. 
(3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
 
Selain itu, dalam suatu hubungan hukum merupakan suatu perikatan yang 
mengikat para pihak dalam suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdata: 
“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.” 
 
Dari perjanjian kredit pemilikan rumah antara Bank Mandiri dengan Debitur 
dapat dianalisis tentang adanya hubungan hukum yang timbul sebagai berikut: 
3.2.1 Adanya orang-orang yang hak/ kewajiban saling berhadapan; 
Dalam perjanjian Kredit pemilikan rumah, unsur hubungan hukum adanya orang-
orang yang hak/kewajiban saling berhadapan antara lain adalah para pihak yaitu 
yang bertanda tangan dalam perjanjian  
3.2.2 Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban; 
Dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) antara Bank Mandiri dengan 
Debitur objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban telah dimuat dalam 
perjanjian, yaitu adalah Fasilitas Kredit yang digunakan debitur untuk pembiayaan 
pembelian rumah dan banguanan diatasnya dengan jaminan hak tanggungan atas 
tanah. Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit bahwa objek perjanjian ini 
adalah pembiayaan terhadap Pembelian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal 
(House) untuk dimiliki oleh XXX. Persetujuan kredit ini merupakan fasilitas kredit 
ke-1 (satu) dengan jumlah kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR 
adalah sebesar Rp. 275,750,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima 





3.2.3 Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau 
adanya hubungan atas objek yang bersangkutan, 
Dalam perjanjian kredit pemilikan rumah antara Bank Mandiri dengan Debitur, 
hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban antara Bank Mandiri 
selaku yang merupakan penyedia dana yaitu Fasilitas Kredit yang selanjutnya 
digunakan oleh Debitur untuk membeli tanah dan bangunan yaitu rumah tinggal 
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. 
Sedangkan Debitur berhak atas penyerahan objek perjanjian yaitu Fasilitas 
Kredit ketika Debitur telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapatkan 
pemberitahuan dari bank terkait perubahan ketentuan perjanjian kredit tersebut 
Debitur mengemban kewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran 
angsuran beserta dengan bunga kepada Bank Mandiri selaku pihak yang penyedia 
Fasilitas Kredit dengan jumlah yang telah disepakati dan dibayarkan pada waktu 
yang telah ditentukan dalam perjanjian, Debitur juga berkewajiban menyerahkan 
Agunan berupa SKMHT terhadap tanah yang akan dilakukan pembiayaan dengan 
fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak Bank, selain itu Debitur juga memiliki 
kewajiban untuk Memberikan dokumen-dokumen asli yang tidak palsu atau cacat 
sebagai ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini ke Bank dan Membayar biaya-biaya 
lain sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit. 
Sedangkan syarat adanya hubungan hukum antara lain: 
a. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur 
hubungan hukum itu.  
1) Subjek Perjanjian 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan 3 golongan 
yang tersangkut pada perjanjian, yaitu:  
a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.  
b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya.  
c. Pihak ketiga. Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang 
mengadakan perjanjian itu.  
Asas ini merupakan asas kepribadian (Pasal 1315 jo. 1340 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata). Subjek perjanjian kredit adalah para 





adalah badan hukum dan pihak Debitur dapat berupa orang pribadi dan 
badan hukum yang diwakili oleh orang yang berwenang, seseorang atas 
keadaan tertentu menggunakan kedudukan atau hak orang lain tertentu, dan 
persoon yang dapat diganti. 
2) Objek perjanjian 
Barang yang diperdangankan ini mengandung arti luas, karena yang 
dapat diperdagangkan bukan hanya barang yang tampak oleh mata, seperti 
tanah, mobil, dll, tetapi ternyata juga “barang” yang tidak tampak oleh mata 
juga dapat diperdagangkan, misalnya jasa konsultasi kesehatan, jasa 
konsultasi hukum dan sebagainya. Dengan demikian, objek dari perjanjian 
adalah barang dan jasa (Artadi dan Asmara, 2010). 
Dalam Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan Suatu persetujuan 
harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya 
ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu 
kemudian dapat ditentukan atau dihitung., itu artinya dalam perjanjian 
diharuskan adanya persetujuan tentang objek perjanjian baik berupa barang 
yang setidaknya jenisnya diketahui meskipun tidak diketahui jumlah dan 
asal dari barang objek perjanjian tersebut. 
Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan 
yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 
Butir Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa 
ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan 
apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang 
(misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka 
akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda 
tersebut. 
Dalam perjanjian ini, objek perjanjian kredit pemilikan rumah adalah 
barang yang tak kasat mata, yaitu berupa pembiayaan terhadap pembelian 
rumah dengan jumlah uang yang telah ditentukan jumlah pastinya yaitu 
sebanyak Rp. 275,750,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima 






b. Adanya Peristiwa Hukum 
Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Bank Mandiri dengan 
Debitur, peristiwa hukum yg dimaksud disini adalah Kesepakatan/perjanjian 
antara Bank Mandiri dengan Debitur untuk melakukan perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah, hal ini sesuai dengan Pasal 1313. dalam Pasal 1313 
KUHPerdata Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau 
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Yaitu terjadinya 
perjanjian kredit kepemilikan rumah antara Bank Mandiri dengan Debitur.  
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang digunakan untuk 
membeli rumah atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan 
berupa rumah. Kredit Pemilikan Rumah yaitu suatu jenis layanan kredit yang 
diberikan pihak bank kepada pihak debitur yang ingin meminjam pinjaman 
khusus untuk bisa mencukupi kebutuhan pembangunan rumah (Takalamingan). 
Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 
dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan 
obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian 
kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, 
atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan 
untuk membeli barang atau benda tersebut. 
 
4. PENUTUP 
Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
Pertama, Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. 
Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Kudus – Bentuk Perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah antara Bank Mandiri dengan Debitur memiliki bentuk perjanjian tertulis 
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan saksi-saksi sehingga 
perjanjian kredit kepemilikan rumah tersebut merupakan perjanjian baku tertulis 
dibawah tangan. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut juga telah 
sesuai dan memenuhi Pasal 1320, Pasal 1333, 1334, 1335, 1337 Dalam Pasal 1338 





Angka 4, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan 
Sekunder Perumahan. 
Kedua, Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Kudus – Hubungan hukum dalam 
perjanjian tersebut timbul diantara para pihak timbul karena adanya Perjanjian 
Kredit Pemilikan Rumah antara para pihak sehingga menimbulkan hak dan 
kewajiban yang mengikat para pihak sebagaimana sesuai dengan Pasal 1233 dan 
Pasal 1338 KUHPerdata, dimana perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian, Perjanjian tersebut juga tidak 
dapat ditarik kembali kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang disetujui para 
pihak, serta para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban perjanjian dengan 
itikad baik.  
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis 
ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut 
sebagai berikut: 
a. Dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) diatas, Perlu dihadirkan saksi-
saksi setidaknya 2 (dua) orang saksi, karena saksi dalam perjanjian seharusnya 
minimal adalah 2 (dua) orang karena sesuai dengan Pasal 1905 KUHPerdata, 
pada dasarnya 1 orang saksi bukanlah saksi (asas Unus Testis Nullus Testis) 
sehingga perlu adanya 2 (dua) orang saksi dalam perjanjian agar perjanjian 
memiliki saksi yang lebih kuat. 
b. Dalam perjanjian tersebut juga hanya memuat peraturan serta hak-hak Kreditur 
yang menjadi kewajiban Debitur untuk memenuhinya tanpa mencantumkan hak-
hak debitur secara lebih jelas dan terperinci, sehingga seolah-olah perjanjian 
tersebut memberatkan sebelah pihak. 
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